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NOMOR : C2-10.017 IIT.Ol.Ol.Th.95 / 
1 4  

MENTERl KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA, 

: S w a t  permohonan tertanggal 19 Juni 1995 nomor 
d a r i  ?!otmis Darbi,SH. yang k m i  terims 

,... 

Menirnbang : Bahwadalam akta pendirian tidak terdapat hal-l~al yang bertentangan dtngan #, 

syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persctujuan perseroan tcrbatas m- . 

hingga tidak ada keberatan untuk membehkan pcrsetujuan atas akta pendirian 
perseroan terbatas yang dimaksud. 

b .  

Mengingat ' : I .  Pasal I1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 
1945; 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 No. 23) 
sebngaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
197 1 tentang Penlbahan dan Penambahan Ketentuan Pasal54 Kitab Undang- 
Undang Hukum Dagang (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20 Tam- 
bahan-Lembaran Negara Nomor 2959); 

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988 
tentang Susunan Organisasi Departernen. 

M E M U T U S K A N :  

Menetapkan 

PERTAMA : Memberikan pe.rsetujuan atas akt, pendirian Perseroan Terbatas : 

be rkeduduk~  d i  Jaka r t a  7x1 dibust pada tan gal 6 Mei 1995 
nomor 55 d l h d a p a n  X o t a r ~ s  f i a rh l , ~~ .  yang be&sdudulcan dl 
Jaka r t a .  / 

t 

KEDUA : Keputusan ini disarnpaikan *kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan 
dilaksanakan se bagairnana mestinya. 

Ditetapkon di : Jakarta 
Pads tanggal : 14  gustu us 1935 - 
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TekLQldaf tarkan  . . d i  K ?p3nitcrRan DIREKTUR JENDERAL 
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